LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh persetujuan bersama,;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah
Daerah bersama DPRD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);



3.

10.

11-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5163);



12.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

14.

13.

16.

L7,

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang  Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);



18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i
2.

3.

o

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 1.182.350.753.671,00
b. Belanja Daerah Rp. 1.152.847.080.458,00
Surplus Rp. 29.503.673.213,00
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 28.217.044.805,00
2. Pengeluaran Rp. 57.720.718.018,00
Pembiayaan Netto (Rp. 29.503.673.213,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.182.350.753.671,00 (satu triliun seratus
delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam
ratus tujuh puluh satu) yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

b. Pendapatan transfer



(1)

(2)

(4)

()

(1)

(2)

3)

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 113.992.782.400,00 (seratus tiga belas milyar sembilan
ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus), yang
terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 26.724.578.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima
ratus tujuh puluh delapan ribu).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 9.953.220.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus
dua puluh ribu).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.421.986.400,00 (sebelas miliar empat
ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.892.998.000,00 (enam puluh lima miliar
delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan
sebesar Rp. 1.068.357.971.271,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar tiga ratus
lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh
satu), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.026.137.677.000,00 (satu triliun dua puluh enam miliar
seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 42.220.294.271,00 (empat puluh dua miliar dua ratus dua
puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan  sebesar
Rp. 1.152.847.080.458,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat
puluh tujuh juta delapan puluh ribu empat ratus lima puluh delapan), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a direncanakan

sebesar Rp. 810.150.902.150,00 (delapan ratus sepuluh milyar seratus lima puluh juta
sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;



d. Belanja hibah;
€. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

(3)

(4)

(5)

©)

(1)

(2)

(3)

(4)

)

Rp. 475.959.241.577,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus lima
puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 314.402.568.577,00 (tiga ratus empat belas milyar empat ratus dua juta
lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 7.431.946.896,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus
empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 11.099.145.100,00 (sebelas miliar sembilan puluh sembilan juta seratus empat
puluh lima ribu seratus).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 1.258.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta).

Pasal 8

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan
sebesar Rp. 140.349.561.274,00 (seratus empat puluh milyar tiga ratus empat puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat), yang
terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin;

b. Belanja modal bangunan dan gedung;

¢. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

d. Belanja modal aset tetap lainnya;
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 35.290.927.094,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus
sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh empat).
Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 41.919.801.200,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus
sembilan belas juta delapan ratus satu ribu dua ratus).
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 59.567.753.420,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus
enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh).
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 3.571.079.560,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu
juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 2.048.879.934,00 (dua milyar empat puluh delapan juta delapan
ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat), yang terdiri atas belanja

tidak terduga.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan

sebesar Rp. 200.297.737.100,00 (dua ratus miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta

tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus) yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan



b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 3.667.779.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh
puluh sembilan ribu delapan ratus)

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 196.629.957.300,00 (seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus dua
puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus).

Pasal 11
Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 28.217.044.805,00
(dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu delapan
ratus lima), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a direncanakan
sebesar Rp. 28.217.044.805,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta
empat puluh empat ribu delapan ratus lima), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.217.044.805,00 (dua puluh delapan miliar
dua ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).

Pasal 13

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b direncanakan
sebesar Rp. 57.720.718.018,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta
tujuh ratus delapan belas ribu delapan belas), yang terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah; dan
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 3.541.668.018,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam
puluh delapan ribu delapan belas)

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.179.050.000,00 (lima puluh empat miliar
seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu).

Pasal 14
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 29.503.673.213,00 (dua puluh sembilan
miliar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga belas).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp. 29.503.673.213,00) atau minus
(dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua

ratus tiga belas).

Pasal 15
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya



Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TAPANULI TENGAH,
ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan
pada tanggal %0 Desember 2021

SE T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENG
AH, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (5-218/2021)
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